
  

 

 

 

GUBERNUR SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 

NOMOR    54    TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 

NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara 

Nomor 43 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 

2025, telah ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2025; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan 

bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya; 

  c. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

SALINAN 
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Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan 

bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk 

mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui 

pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada 

belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi; 

  d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan 

bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang 

menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan 

sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala 

Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. 

Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak 

atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat 

nasional atau daerah; 

  e. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf i 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan 

bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum 

perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran 

ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika 

pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, 

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran; 

  f. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana 

Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun 

Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 

2025 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil 

Negara di Daerah, perlu dilakukan perubahan alokasi 

pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah 

Pusat pada pos Badan Keuangan dan Aset Daerah 
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Provinsi Sumatera Utara serta pencantuman belanjanya 

yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Sumatera Utara; 

  g. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 

Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan kepada 

Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

dan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Penanganan 

Masyarakat terdampak bencana alam, maka beberapa 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia telah 

menyalurkan Dana Bantuan Keuangan kepada 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; 

  h. bahwa berdasarkan dana yang diterima di Rekening Kas 

Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara, selanjutnya disalurkan kembali pada belanja 

bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Sumatera Utara yang terdampak bencana alam dalam 

rangka penanggulangan/penanganan bencana alam/ 

dampak bencana alam; 

  i. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 900.1.1/9772/SJ tanggal 11 

Desember 2025 tentang Penggunaan Bantuan 

Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah 

Daerah serta Pergeseran Anggaran dalam APBD pada 

Daerah Bencana, perlu penyesuaian Pendapatan Daerah 

dan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025; 

  j. bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk 

melakukan pergeseran anggaran antar program, antar 

kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, 

antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian 

obyek belanja, uraian rincian obyek belanja dalam jenis 

belanja yang sama, pada anggaran belanja Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu diubah; 
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  k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 

43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2025; 

Mengingat : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286);  

 

 

 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
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  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
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Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 

 

 

 

 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 

 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

 

 

 

 

 

 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64); 

  18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 

Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 

43 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI 

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara 

Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 43) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 

49 Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2025 Nomor 49), diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 

2025 semula sebesar Rp.12.557.012.266.279,56 bertambah 

sebesar Rp.162.081.122.000,00 sehingga menjadi 

Rp.12.719.093.388.279,56 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah semula sebesar 

Rp.12.546.019.740.383,00 bertambah sebesar 

Rp.162.081.122.000,00 sehingga menjadi 

Rp.12.708.100.862.383,00, yang terdiri atas: 

a. pendapatan asli daerah sebesar 

Rp.6.419.301.627.754,00; 

b. pendapatan transfer sebesar Rp.5.907.944.781.000,00; 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 

Rp.380.854.453.629,00. 

2. Belanja Daerah semula sebesar Rp.12.507.012.266.279,56 

bertambah sebesar Rp.162.081.122.000,00 sehingga 

menjadi Rp.12.669.093.388.279,56, yang terdiri atas: 

a. belanja operasi sebesar Rp.7.463.750.238.904,56; 

b. belanja modal sebesar Rp.1.377.212.285.344,00; 

c. belanja tidak terduga sebesar Rp.125.500.362.728,00; 

d. belanja transfer sebesar Rp.3.702.630.501.303,00. 

3. Pembiayaan Daerah semula sebesar 

(Rp.39.007.474.103,44) bertambah/berkurang sebesar 

Rp.0,00 sehingga menjadi (Rp.39.007.474.103,44), yang 

terdiri atas: 
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